
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 25 TAHUN 2005 SERI A.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DT II CIREBON NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Men imbang : a . bahwa berdasarkan Peraturan Pemer in tah Republ ik

Indonesia Nomor -65 Tahun 2001 ten tang Paj ak Da er ah ,

d im ana ket ent uan men gena i Obj ek Paj ak Penerangan Ja lan,

Ni la i Jual Tenaga List ri k dan Tari f Pajaknya telah mengalami

perubahan;

b . bahwa menurut ke tentuan sebaga imana d imaksud

pada huru f a . maka Peraturan Daerah Kabupaten Di

Ci rebon Nomor 9 Tahun 1998 sebaga imana te lah

d iubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ci rebon

Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Ja lan

d inyatakan sudah t idak sesua i lag i dengan keadaan saat

in i , un tuk i tu Pera turan Daerah d imaksud per lu d iubah

untuk d isesua ikan;

c . bahwa berdasarkan per t imbangan sebaga imana dimaksud

pada huru f a dan b, maka Perubahan Kedua Peraturan

Daerah Kabupaten DT I I Ci rehon Nomor 9 Tahun 1998

tentang Pajak Penerangan Ja lan per lu d i te tapkan dengan

Peraturan Daerah.
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Meng inga t : 1 . Undang-Undang Repub l i k I ndones ia Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Prop insi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 19 81 ten tan g

Hu kum Ac ar a Pi da na (L em ba ran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nega ra Republ ik Indonesia

Nomor 3209);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3262);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retr ibus i Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan. Sura t Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3686);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Perubahan Kedua UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retr ibus i Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4189);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);

11. Pera turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

12. Pera turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001

tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4138);

13. Pera turan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 9 Tahun 1998

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten DT II

Cirebon Tahun 1998 Nomor 16 Seri A.6) ;

14. Pera turan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3) ;

16. Pera turan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2002 tentang

Perubahan etas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9

Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 62 Seri A.3) ;

17. Pera turan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2004 tentanu

Pembentukan Dinas Pendapatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2004 Nomor 46 Seri D.27)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32Tahun 2004 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 47 Seri D.28).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Dan

BUPATI CIREBON

M E M U T U S K A N

Menetatapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN

DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK

PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2002 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1998

ten tang Pajak Penerangan Jalan yang te lah diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 62 Seri A.3

tanggal 19 September 2002, diubah sebagai berikut :

Pasal 1 huruf d diubah dan Pasal 1 ditambah dengan huruf e, f dan harus

dibaca :

Pasal 1

d. Dinas . adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon;

e. B isn is ada lah Keg ia tan usaha komers ia l yang menggunakan

tenaga list rik dan dapat menghasi lkan barang dan jasa;

f . Indus t r i ada lah Keg ia tan ekonomi yang mengo lah bahan

mentah,bahan baku.barang setengah jade, dan la tau barang

jad i mcnjad i barang dengan ni ia i yang t inag i un tu k

pe ng gu na an ny a ter ma su k ke gi at an ra nc an g bangun dan

perekayasaan industri.

Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Peng gu naan Te naga List ri k yang be rasa l da ri PLN untuk

keper luan Rumah Tangga ditetapkan sebesar 4% (empat

perseratus);
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b. Peng gu naan Te naga List ri k yang be rasa l da ri PLN un tu k

ke pe rl uan Bisn is di te ta pk an sebesa r 6 % (enam pers er atus );

c . Peng gu naan Te naga List ri k da ri PLN un tu k kegi at an In dust ri

di te ta pk an sebesa r 10% (s epuluh pe rs eratus );

d. Peng gu naan Te naga List ri k yang be ra sa l buka n da ri PLN un tu k

ke pe rl uan Ruma h Ta ngga di te ta pkan sebesa r 4% (e rnpa t

pe rs er at us );

e. Peng gu naan Te naga List ri k yang be ra sa l buka n da ri PLN un tu k

ke pe rl uan Bisn is di te ta pk an sebesa r 6 % (enam pers er atus );

f. Peng gu naan Te naga List ri k yang be r asal buka n da ri : PLN un tu k

kegi at an indust ri di te ta pk an sebesa r 10 % (s epuluh pe rs er atus );

Pasal II

Dengan ber lakunya Peratu ran Daerah ini , maka Pasal 1 Huruf a Peraturan

Daerah Kabupaten DT U Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak

Penerangan jalan dan Pasal

6 huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun

1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak beriaku.

Pe rat ur an Da er ah in i mul ai be rla ku se jak tan gg al diundangkan.

Ag ar se ti ap oran g me ng et ah ui nya, me me ri nt ah ka n pengundangan

Peratur an Daerah in i dengan penembatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal .2 Mei 2005

BUPATI C I REBON,

TTD

DE DI SU PA RD I

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

LEMBAGA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 25 SERI A.1


